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Abstrak
 

Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan landasan bagi Pemerintah

dalam memberikan kepastian hukum mengenai suatu bidang tanah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19

menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan

kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti

kepemilikan tanah yang berguna sebagai alat bukti yang kuat mengenai hak atas tanah. Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dasar hukum yang menjadi

pendukung atas berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, terutama Pasal 32 mengenai kepastian dan

perlindungan hukum sertipikat tanah. Dari penerapan kedua peraturan ini diharapkan dapat memberikan

ketenangan bagi seseorang yang memiliki sertipikat tanah. Namun, dalam kenyataannya perolehan tanah

yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum tetap dapat digugat oleh pihak lain, seperti kasus

sengketa tanah antara Subadi Sastro Sudjono sebagai pemilik sertipikat hak milik dengan Suito Wijaya

sebagai pemilik girik atas bidang tanah di wilayah Tangerang.

Girik bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, tetapi girik hanya digunakan sebagai bukti pembayaran

pajak-pajak atas tanah. Walaupun demikian, Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan

Verponding Indonesia adalah salah satu alat bukti tertulis yang dapat didaftarkan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jika selalu ada permasalahan antara sertipikat dengan girik, maka

kekuatan pembuktian dari sertipikat tentu lebih kuat dibandingkan dengan girik, karena pembuktian dengan

bukti girik tanpa didukung data yuridis dan data fisik dan/atau penguasaan tanah terus menerus selama 20

(dua puluh) tahun akan sangat lemah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif

dengan cara mengkaji suatu kasus dalam suatu putusan, kemudian diterapkan dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis mengenai

pembahasan dari suatu permasalahan yang terjadi.

......The enactment of The Principal Agrarian Laws in 1960 was the foundation for the government in giving

a legal certainty on a land, we can review this on article 19, its explained that to create a lands legal

certainty, the government will accomodate a registrations land for the registered one. Then it will be given a

proof ownership of the land, which can be use as a powerful proof of the right to the land itself. The

government regulation no 24 in 1977, about A land's registration can be use as the basic law, which became

the support factor of The Principal Agrarian Laws, especially on article 32, review the certainty and legal

protection of a land certificate. From the implementation of both regulation, hopefully could give more

security for anyone who already have their land's certificate. But in fact, ownership of a land, which claimed

as the law procedure, still can be issued by other parties, such as land disputes between Mr. Subadi Sastro
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Sudjono, as the owner of the land certificate, against Mr. Suito Wijaya, as the owner of the girik of a land in

the area of Tangerang.

Girik is not a proof that someone own the land, but girik is only use as proof that someone has doing the

payment for the land taxes. Nevertheless, there are other land certificate of Petuk Pajak Bumi/Landrente,

Girik, Pipil, Kekitir and Verponding Indonesia that can serve as written evidence for land registration as

provided for in Government Regulation Number 24 of 1997. If there's always problems between the

certificate and girik, then the proving strength of a certificate, is absolutely more powerful than girik,

because the proving with girik without supported by Judicial data and physical data and/or continually Land

tenure for 20 (twenty) years or more, will be very infirm. This research was using the Normative Juridical

approach method, which examine a case on one decision, then implemented it with the regulation applied,

then laid out in the form of a descriptive analytical writing, of a discussion on which the problems happen.


